BUPATI KEPALA DAKRAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSA AN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 404 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA BARANG UNTUK KEBUTUHAN PROYEK

@

PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT) TAHUN ANGGARAN 1993/1994

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

MENGINGAT

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

bahwa dalam rangka upaya meningkatkan tertib
pelaksanaan dan administrasi proyek khususnya untuk
pengadaan barang baik fisik maupun alat kantor
Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun
Anggaran 1993/1994 di Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, maka guna menjamin kelancaran dan
ketertiban didalam pelaksanaannya, perlu segera
dibentuk Panitia Penerima Barang untuk Kebutuhan
Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun
Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat I
Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Qupati
Kepala Daerah.

1% Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

2

2 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang

REPELITA Kelima 1989/1990 sampai dengan
1993/1994;




MEMPERHATIKAN :

MENETAPKAN

1. Instruksi Presiden Nomor € Tahun 1984 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kkepada
Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kota-

madya Daerah Tingkat II dan Desa ;

[R5

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
1890 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Dalam
Rangka Pembangunan Daerah;

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juni
1993 perihal Pedoman Operasional Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1980.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA BARANG UNTUK
KEBUTUHAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU
(PPWT) TAHUN ANGGARAN 1993/1994 DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Panitia Penerima Rarang untuk
kebutuhan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu
(PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 di Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut

a. Mengadakan penelitian dan pemeriksaan dengan
seksama terhadap barang ( percetakan/alat
tulis kantor ) Kebutuhan Proyek Pengembangan
Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/
1994 sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang
telah ditetapkan

b. Mencocokkan penerimaan barang dengan dokumen

7

pengiriman yang kondisinya tidak terlihat
cacat atau rusak yang diakibatkan oleh
kelalaian dalam pengangkutan



c Membuat Berita Acara Hasil Pene itian dan
Pemeriksaan terhadap barang yang telah
diterima pada butir 1 diatas, sebagai
persyaratan untuk pembayaran angsuran keuangan
yang akan dibayarkan ;

d. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penerima
Barang Proyek Pengembangan wilayah Terpadu
(PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 bertanggung
jawab kepada Bupati Kepala Daerah selaku
Penanggungjawab Proyek;

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Nganjuk.

Pasal 3
Segala biaya yang dikeluarkan akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT)

Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat

II Nganjuk.
Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya dan berakhir sampa‘

dengan selesainya Proyek Pengembangan Wilayah
Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994.
(

ra

) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : NG AN J UK
PADA TANGGAL :/© NOPEMBER/993

//I)gs. SOETRISNO R.
SALINAN Keputusan ini disampai-
kan kepada
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Dag
rah Tingkat I Jawa

Timur di Surabaya

]




2. Sdr
2. Sdr
4. Sdr
5. Sdr.
6. Sdr.
7. Sdr.
8. Sdr.

Pembantu Gubernur Wila-
yah III Kediri ;
Kepala ITWILKAZ Datd I
Nganjuk
Ketyua BAPPEDA Kabupaten
ati TI Nganjulk ;
Yepala Bagian KXeuangan
T.I1 Nganjuk;
Kepala Bagian Hubum
Setwilda Tk.IT Nganjuk;
Pemimpin Proyek dan
S8endaharawan Proyek
PPVWT Tahun Anggaran
1992 / 1994 Kabupaten
Nganjuk ;
Yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebaik -
baiknya.

. Di umumkan dalam lembaran
.Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Nganjuk, tahun 1993  seri: D2
tangge! 10 Nep, 1993 Nomor 107

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT i
NGANJUK

Plh. Sekretarie Wilayah / Daerah \

Drs, MOEDJIONO

Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966




ATry TTICOTTU AT SONY
) L L\r

21X

HARIMOWO

MU

AT
RABOW

DAFTAR

r AMDTRAN -

404 TAWUN (992
(@ NopEmAER. (90

HAMTTTA DENEFRIM
fa VL S5 B S gl PR BT L AALES

N AU T

e
CABUPATE

rogran

si. Jalan
um Daerah

BUPATI KEPALA DAERAH TINGE
NGANIJTUK

1 Ao N b ) LS

DETRISNO




VT WEDATA DAERAL

\ TPUTUSAN BUPALL KEPALA DALLAL
L:\:\T_PIR_\:\ & “KEFY TUS! \.: ._:,'L :‘.’}L."
T::‘:GK.\T ;K .'\CI.\..\. 8

‘ﬁW$f 'lqaq Tﬁﬂ%ﬂl‘ﬂwa

TG (@ NoPemBER. 195

RARANG UNTUK KEBUTUHAN

. ENER TMA
~rap ¢ PANITIA PENERIMA B A s
ArTAP. . rrusid ; e AN Wil _\A\_\.l_i L opE AU
% PROYEK PENGEMBANGA® = T 1993/1994

- Y A%Y
P N TAMITN ANGGARAN a5

K.‘;‘P:I.'P.-'\TETZ DAERAN  Thhawit

________________ __ _, AN UMUM DAL A‘ KABUPATEN
; el NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN
NGERASAN JALAN DENGAN MAKADAM PROYEK PENGEMBANGAN
WILAYAH TERPADU (PPWT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dglam rangka pelaksanaan Proyek

Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Kabupaten

Daeraﬁ Tingkat 1II Nganjuk Tahun Anggaran

1993/1994, khususnya dalam pelaksahaan Proyek

Pengerasan Jalan dengan Makadam dan yang

lokasinya berada di Kecamatan Loceret perlu

. dilaksanakan secara swakelola ;
b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang
memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan

pekerjaan dimaksud secara swakelola yang :

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala |
Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. 1



